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Abstrak: Jaksa sering kali dipandang bukan sebagai lembaga yang mewakili kekuasaan negara, 

melainkan sebagai alat untuk menindas masyarakat. Sebagai lembaga negara, kejaksaan berada dalam 

ranah kekuasaan eksekutif. Namun, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan, kejaksaan berperan 

sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami posisi Jaksa Agung 

Republik Indonesia dikaji dalam kerangka sistem ketatanegaraan negara, dengan fokus pada otonominya 

dan mengeksplorasi konsep ideal perannya dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metodologi 

hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tertulis melalui berbagai sudut 

pandang, termasuk teori, data empiris, filsafat, dan hukum perbandingan, dengan memanfaatkan sumber 

primer dan sekunder. Penelitian ini mengkaji peran yudisial Kejaksaan sebagaimana yang tertuang 

dalam UU No. 16 Tahun 2004 dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan 

peran Kejaksaan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam UUD 1945. Walaupun Pasal 24 ayat (3) 

menyebutkan badan penegak hukum yang terkait dengan kekuasaan yudikatif, pasal tersebut tidak 

memberikan definisi yang tegas mengenai posisi dan fungsi kejaksaan. Konsep idealnya, Kejaksaan RI 

seharusnya beroperasi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sebagai lembaga kehakiman yang 

independen dan bebas dari pengaruh eksekutif. Oleh karena itu, perubahan diperlukan untuk 

memindahkan posisi kejaksaan dari lembaga eksekutif ke dalam ranah yudikatif. 

Kata Kunci: Kejaksaan, Kedudukan Kejaksaan, Dan Konsep Ideal Independensi Kejaksaan. 

 
Abstract: The judiciary is often seen not as an implementer of state power, but as a tool to suppress 

society. As a state institution, the prosecutor's office is within the realm of executive power. However, in 

exercising prosecutorial authority, the prosecutor's office plays the role of executor of judicial power. 

This research aims to understand the position of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia 

(RI) in the context of the Indonesian constitutional system, including its autonomy, as well as exploring 

the ideal concept of the prosecutor's office within this framework. The method used in this research is 

normative law, by analyzing written law from various perspectives, such as theory, history, philosophy 

and comparison, based on primary and secondary data. This study examines the juridical position of the 

prosecutor's office in accordance with Law Number 16 of 2004 in the Indonesian constitutional system. 

The research results show that the position of the Indonesian Prosecutor's Office has not been clearly 

regulated in the 1945 Constitution. Although Article 24 paragraph (3) mentions law enforcement bodies 

related to judicial power, this article does not provide a clear definition regarding the position and 

function of the prosecutor's office. The ideal concept is that the Indonesian Prosecutor's Office should 

operate under the authority of the Supreme Court, as a judicial institution that is independent and free 

from executive influence. Therefore, changes are needed to move the position of prosecutor from the 

executive branch to the judiciary. 

Keywords: Prosecutor's Office, Position Of Prosecutor's Office, Ideal Concept Of Prosecutor's 

Independence. 
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PENDAHULUAN 
Suatu bangsa lahir dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu yang sejalan dengan norma-

norma yang diyakini oleh masyarakatnya. Salah satu kewajiban utama negara adalah menjamin 
keadilan bagi seluruh warga negaranya. Prinsip ini juga berlaku bagi Indonesia yang secara 
konstitusional ditetapkan sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) 
UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menurut Lawrence Friedman, “penegakan 
hukum yang efektif bergantung pada tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan 
budaya hukum”. Dari perspektif struktural, penegakan hukum cenderung menekankan pada lembaga-
lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta cara masing-masing lembaga memenuhi 
tanggung jawabnya. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai 
subsistem dalam masyarakat, seperti politik, sosial, dan ekonomi, yang senantiasa memengaruhi 
efektivitasnya.  Sistem pemerintahan Republik Indonesia meliputi semua aspek yang berkaitan 
dengan struktur negara. Dalam konteks hukum, struktur negara merujuk pada kekuasaan pusat yang 
mengatur kehidupan bernegara, yang mencakup ciri-ciri, jenis, hak dan kewajiban warga negara 
dalam hubungannya dengan negara, mengharuskan adanya amandemen UUD 1945 untuk menopang 
efektivitas sistem pemerintahan Indonesia.  

 Kejaksaan adalah institusi negara yang memiliki otoritas untuk menuntut kasus pidana. 
Sebagai instansi dengan tugas utama memastikan tegaknya hukum serta keberlanjutan proses 
peradilan, Kejaksaan dijalankan oleh Jaksa Agung yang ditetapkan oleh Presiden serta bertanggung 
jawab langsung.  Jaksa Agung diangkat, dipecat, dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden. 
Situasi ini jelas menjadi suatu tantangan untuk mewujudkan kejaksaan sebagai instansi yang berdiri 
sendiri dan tidak tergantung. Sebagai hasilnya, kejaksaan yang seharusnya berfungsi sebagai badan 
peradilan tanpa campur tangan kekuasaan eksekutif, malah terjebak dalam lingkup kekuasaan 
eksekutif. Sebenarnya, sering kali kekuasaan eksekutif mendominasi dan mengganggu lembaga 
peradilan. Posisi kejaksaan dipandang sebagai hasil dari penafsiran langsung terhadap aturan yang 
ada dalam Bab XI UUD RI 1945 mengenai Kekuasaan Peradilan, khususnya relevan dengan Pasal 
24 Ayat (3) yang mengakui keberadaan lembaga lain yang menjalankan peran yang terkait dengan 
kekuasaan kehakiman.  Kejaksaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem 
ketatanegaraan dan hukum di Indonesia, dengan tugas serta tanggung jawab di bidang penegakan 
hukum. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 
“Kejaksaan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, utamanya 
di bidang penuntutan”. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh dan bertanggung 
jawab kepada Presiden dengan tugas menegakkan hukum dan keadilan. Kejaksaan Agung meliputi 
kantor pusat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi daerah, dan Kejaksaan Negeri, yang merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan fungsi penuntutan. Berpedoman pada 
kebijakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan berlandaskan pada UU No. 16 Tahun 2004 yang 
menggantikan UU No. 5 Tahun 1991, “Kejaksaan bertugas untuk secara aktif menegakkan supremasi 
hukum, melindungi kepentingan umum, memajukan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN)”. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, “Kejaksaan 
dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri, tanpa campur tangan dari pemerintah atau 
kekuasaan lainnya”.  Namun, secara struktural, Kejaksaan tetap berada di bawah kekuasaan 
eksekutif, karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab 
langsung kepada kepala negara. Pengaturan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi 
Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, terutama dalam kasus yang menyangkut 
kepentingan pemerintah, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak 
proses penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. 

 Selain itu, pengaruh politik, ekonomi, dan sosial juga menjadi faktor eksternal yang sering 

kali memengaruhi kinerja kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Tantangan ini semakin diperkuat 

dengan adanya persepsi publik mengenai kurangnya independensi kejaksaan dalam menangani 

kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan pejabat negara maupun pihak berkepentingan 

lainnya. Seiring dengan perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia, penting untuk terus 

mengkaji dan memperkuat posisi kejaksaan agar memiliki kemandirian yang lebih baik dalam sistem 
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ketatanegaraan. Ini bertujuan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, 

adil, dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Dengan memperhatikan 

permasalahan diatas, penulis akan membahas tentang Bagaimana kedudukan Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia dalam kerangka ketatanegaraan, khususnya terkait dengan independensinya, dan 

bagaimana model otonomi Kejaksaan Agung yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis 

normatif, yakni menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi norma hukum pada peraturan 

perundang-undangan hukum yang dibahas. Karena penelitian ini memeriksa status Kejaksaan Agung 

sesuai tata kelola kenegaraan Indonesia, maka secara khusus penelitian ini menitikberatkan pada 

otonomi Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, jenis penelitian 

yuridis normatif ini akan difokuskan pada bagaimana penerapan kaidah atau norma hukum positif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keidudukain Keijaiksaiain RI dailaim Sisteim keitaitaineigairaiain Indoneisiai Teirkaiit Deingain 

Keimaindiriain Keijaiksaiain. 

Keijaiksaiain aidailaih instainsi peimeirintaih yaing beirkaiitain deingain keikuaisaiain hukum dain 

meimiliki tugais untuk meinjailainkain keiweinaingain neigairainyai dailaim hail peinuntutain, seirtai keiwaijibain 

laiin seisuaii peiraiturain yaing beirlaiku. Seibailiknyai, jaiksai meirupaikain peigaiwaii neigeiri sipil yaing 

meimeigaing jaibaitain fungsionail dain meimiliki keiaihliain khusus dailaim meinjailainkain tugais seirtai 

weiweinaing yaing diaitur oleih UU. Keijaiksaiain meimaiinkain peirain yaing saingait krusiail dailaim taitai 

neigairai Indoneisiai, seibaib jaiksai beirpeirain seibaigaii peinjaigai keiaidilain. Oleih kaireinai itu, peinguaitain baiik 

dailaim peirain jaiksai maiupun institusi keijaiksaiain itu peinting. Aigair daipait meireiailisaisikain tujuain, 

proseidur aiwail yaing diteiraipkain iailaih meimeiriksai posisi teirkini Keijaiksaiain Aigung, aipaikaih sudaih 

seilairais deingain keiinginain aitaiu peirlu dilaikukain reivisi deimi meingoptimailkain kineirjai orgainisaisinyai.  

Dailaim keiraingkai keitaitaineigairaiain Indoneisiai, Paisail 24 aiyait (1) UUD 1945 meingaimainaitkain 

“keikuaisaiain keihaikimain dilaiksainaikain oleih Maihkaimaih Aigung dain leimbaigai laiin yaing beirweinaing 

meinjailainkain fungsi teirkaiit”. Peinjeilaisain leibih lainjut meingeinaii leimbaigai-leimbaigai teirseibut teirdaipait 

dailaim Paisail 41 UU No. 4 Taihun 2004 teintaing Keikuaisaiain Keihaikimain. Seilainjutnyai, beirdaisairkain 

UU No. 15 Taihun 1961 teintaing Keiteintuain-Keiteintuain Pokok Keijaiksaiain Reipublik Indoneisiai, Paisail 

1 aiyait (1) meineigaiskain “Keijaiksaiain meirupaikain leimbaigai peimeirintaih yaing meimiliki peirain krusiail 

dailaim peineigaikain hukum, utaimainyai seibaigaii peinuntut umum”. Paidai aiyait (2) diteigaiskain dailaim 

meinjailainkain fungsinyai, “Keijaiksaiain waijib meinjunjung tinggi haik aisaisi mainusiai dain meinaiaiti 

peiraiturain peirundaing-undaingain yaing beirlaiku”. Seilaiin itu, Paisail 3 meineitaipkain “Keijaiksaiain aidailaih 

leimbaigai yaing beirsifait unik dain tidaik daipait dipisaihkain dairi sisteim hukum di Indoneisiai”.    

Beirdaisairkain keiteintuain dailaim Paisail 1 dain Paisail 3 UU teirseibut, teirdaipait beibeiraipai poin 

peinting yaing daipait disimpulkain, yaiitu: 

1. Keijaiksaiain meimiliki peirain peinting seibaigaii leimbaigai neigairai dailaim peineigaikain hukum. Seipeirti 

yaing teilaih dijeilaiskain seibeilumnyai, Keijaiksaiain teilaih aidai seibaigaii leimbaigai peineigaik hukum di 

Indoneisiai seijaik seibeilum maisai koloniail. Meiskipun naimai dain strukturnyai teilaih beirubaih, fungsi 

dain tainggung jaiwaib pokoknyai seibaigiain beisair teitaip tidaik beirubaih. Peirain utaimainyai aidailaih 

dailaim peinuntutain peirkairai pidainai dain meiwaikili neigairai dailaim peirkairai peirdaitai, baiik seibaigaii 

peinggugait maiupun teirgugait. 

2. Peirain inti Keijaiksaiain aidailaih seibaigaii jaiksai. 

3. Dailaim meilaiksainaikain tugaisnyai, Keijaiksaiain waijib meinghormaiti HAiM dain meinghormaiti normai 

hukum. 

4. Keijaiksaiain meirupaikain leimbaigai yaing utuh dain tidaik daipait dipisaihkain. 
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Tugais Keijaiksaiain Aigung Reipublik Indoneisiai seicairai normaitif daipait dipaihaimi meilailui 

beirbaigaii keiteintuain peirundaing-undaingain yaing meingaitur teintaing Keijaiksaiain.  

1. Peilaiksainaiain tugaisnyai, teirmaisuk peitunjuk teiknis teintaing peingaiwaisain, peimbinaiain, dain 

peimbeiriain izin yaing reileivain deingain tugaisnyai, dilaiksainaikain deingain meinjailainkain keiteintuain 

hukum, keiteintuain, seirtai peidomain yaing diteintukain oleih Jaiksai Aigung. 

2. Keijaiksaiain beirtainggung jaiwaib untuk meilaiksainaikain dain meingaiwaisi peiningkaitain sairainai dain 

praisairainai, seirtai meimbeirikain peimbinaiain di bidaing aidministraisi, mainaijeimein, orgainisaisi, dain 

taitai keilolai, teirmaisuk peingaiturain aiseit milik neigairai. 

3. Peineigaikain hukum pidainai meiliputi tindaikain peinceigaihain dain proseis hukum yaing beirlaindaiskain 

paidai aisais keiaidilain dain keipaitutain. 

4. Dukungain dibeirikain teirkaiit peinyeilidikain dailaim sisteim hukum, peingeindailiain publik, dain 

keiaimainain, di saimping baintuain hukum, peinyeidiaiain jaisai, seirtai peineiraipain hukum di rainaih 

peirdaitai dain taitai usaihai neigairai. Leibih jaiuh, tindaikain pidainai teirteintu dilaikukain untuk 

meimaistikain keijeilaisain hukum, otoritais aidministraitif, seirtai peingaimainain aiseit neigairai 

beirdaisairkain hukum yaing beirlaiku seibaigaiimainai dirumuskain oleih Jaiksai Aigung. 

5. Peineimpaitain teirsaingkai aitaiu teirdaikwai di rumaih saikit, pusait peiraiwaitain jiwai, aitaiu faisilitais laiin 

yaing seisuaii beirdaisairkain keiputusain haikim, aipaibilai individu teirseibut diainggaip tidaik maimpu 

beirtindaik seicairai maindiri aitaiu beirpoteinsi meimbaihaiyaikain dirinyai seindiri, oraing laiin, aitaiu 

lingkungain seikitair. 

6. Peinyeidiaiain kaijiain hukum untuk instainsi peimeirintaih, peinyusunain reigulaisi dain peirundaing-

undaingain yaing dipeirlukain, seirtai upaiyai untuk meiningkaitkain keisaidairain hukum di maisyairaikait. 

UU Keijaiksaiain teirbairu meingaitur Keijaiksaiain beiropeiraisi seibaigaii baidain neigairai dailaim seiktor 

eikseikutif aitaiu seibaigaii eileimein dairi peimeirintaihain. Naimun, keiteintuain ini kuraing seijailain deingain 

tujuain aiwail dailaim peimbeintukain UU teirseibut. Saiait UU ini diraincaing, aidai hairaipain aigair Jaiksai 

Aigung diaingkait dairi kailaingain jaiksai kairieir, deingain tugais utaimainyai seibaigaii Peinuntut Umum 

teirtinggi. Seilaiin itu, dihairaipkain jugai aikain aidai keikuaisaiain untuk meilaikukain peinyidikain leibih 

lainjut, bukain hainyai taimbaihain peinyidikain. Staitus keipeigaiwaiiain jaiksai seihairusnyai bukain seibaigaii 

Peigaiwaii Neigeiri Sipil (PNS), teitaipi seibaigaii Peijaibait Neigairai, seirtai dihairaipkain aigair keibeiraidaiain 

Keijaiksaiain beirfungsi seibaigaii leimbaigai peineigaik hukum yaing indeipeindein. Seihairusnyai, posisi 

Keijaiksaiain di Indoneisiai meinceirminkain institusi yaing beirsifait maindiri. Naimun, hinggai saiait ini 

beilum aidai keijeilaisain meingeinaii staitus keijaiksaiain seibaigaii leimbaigai yaing indeipeindein. Leimbaigai 

neigairai yaing otonom aidailaih baidain yaing maimpu beiropeiraisi seicairai indeipeindein dain meilaiksainaikain 

tugais seirtai fungsinyai tainpai dipeingairuhi aitaiu dibaitaisi oleih keipeintingain pihaik luair mainai pun. Saiait 

ini, peirkeimbaingain dailaim taitainain peimeirintaihain globail teilaih meilaihirkain beirbaigaii jeinis leimbaigai 

indeipeindein deingain istilaih yaing beirbeidai, seipeirti orgain neigairai taimbaihain aitaiu institusi taimbaihain, 

yaing beirpeirain seibaigaii peindukung. Paindaingain ini beirkaiitain paidai peirnyaitaiain Muchlis Haimdi 

“seibaigiain beisair neigairai di seiluruh duniai meimiliki baidain yaing dikeinail seibaigaii baidain neigairai 

peimbaintu, yaing utaimainyai beirfungsi untuk meindukung leimbaigai neigairai utaimai yaing beirtainggung 

jaiwaib aitais fungsi leigislaitif, eikseikutif, dain yudikaitif”.  

Konseip Ideiail Indeipeindeinsi Keijaiksaiain Reipublik Indoneisiai Dailaim Sisteim Keitaitaineigairaiain 

Reipublik Indoneisiai 

Staitus kaintor keijaiksaiain daipait beirgaintung paidai keikuaisaiain eikseikutif, yudikaitif, aitaiu baihkain 

leigislaitif, yaing beirvairiaisi beirdaisairkain jeinis peimeirintaihain yaing dipraiktikkain oleih suaitu neigairai dain 

konteiks historisnyai. Di Indoneisiai, yaing meingikuti sisteim peimeirintaihain preisideinsiail, posisi 

keijaiksaiain saingait dipeingairuhi oleih beintuk peimeirintaihain ini. Teirkaiit hail teirseibut, Yusril Ihzai 

Maiheindrai meineigaiskain “baiik seicairai teioreitis maiupun praiktis, sisteim peinuntutain tidaik meimiliki 

polai yaing seiraigaim di beirbaigaii neigairai”. Peirbeidaiain dailaim sisteim peinuntutain seibaigiain beisair 

dibeintuk oleih traidisi hukum dain laitair beilaikaing historis maising-maising neigairai. Paindaingain ini 
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konsistein deingain peingaimaitain Aindrás Zs. “kondisi sosiail dain politik suaitu neigairai jugai 

meimeingairuhi struktur dain peindeikaitain sisteim peineigaikain pidainainyai”. Deingain deimikiain, 

kairaikteiristik sisteim peinuntutain suaitu neigairai meirupaikain ceirminain dairi dinaimikai historis, sosiail, 

dain politiknyai.  Seitiaip sisteim peineigaikain hukum meimiliki keiunggulain dain keikuraingain maising-

maising, tainpai aidai yaing beinair-beinair seimpurnai. Peimbeintukain Keijaiksaiain RI beiraiwail dairi maisai 

paiscaireivolusi yaing digaigais Preisidein Soeikairno meilailui Keiputusain Preisidein yaing dikeiluairkain paidai 

tainggail 5 Juli 1959. Keiputusain ini meinaindaii laihirnyai UU Keijaiksaiain yaing peirtaimai, yaiitu UU No. 

15 Taihun 1961, yaing meineigaiskain keijaiksaiain bukain seikaidair peilaiksainai hukum neigairai, teitaipi jugai 

beirfungsi seibaigaii "ailait reivolusi" dailaim meinyeileisaiikain Reivolusi. Peirain utaimai keijaiksaiain saiait itu 

aidailaih seibaigaii peinuntut umum.  

Dailaim peirtimbaingain yaing diaimbil, peimeirintaih dain DPR seipaikait untuk meineigaiskain 

keijaiksaiain beirfungsi seibaigaii "ailait neigairai" dain bukain seikaidair "ailait peimeirintaih". Naimun deimikiain, 

dailaim proseis peinyusunain UU ini beilum seipeinuhnyai meimuait keiteintuain yaing teircaintum dailaim Baib 

IX Paisail 24 dain 25 UUD 1945 yaing meingaitur teintaing keikuaisaiain keihaikimain. Seijaik aiwail 

beirdirinyai, keijaiksaiain tidaik diaikui seibaigaii baigiain dairi leimbaigai peiraidilain. Ini teirlihait dairi peirain 

Jaiksai Aigung seibaigaii ainggotai kaibineit yaing diaingkait oleih Preisidein, seibaigaiimainai diaitur dailaim 

Paisail 27 aiyait (1) UUD 1945 yaing meineigaiskain aisais peirsaimaiain hukum baigi seiluruh wairgai neigairai. 

Paisail 5 huruf (ai) UU No. 15 Taihun 1961 meinyeibutkain “tugais Keijaiksaiain beiraidai di taingain 

Meinteiri, yaing meinunjukkain Keijaiksaiain diainggaip seibaigaii peirpainjaingain taingain dairi leimbaigai 

eikseikutif”. Dailaim sisteim preisideinsiail, Preisidein meimeigaing keiweinaingain peinuh untuk meingaingkait 

dain meimbeirheintikain Jaiksai Aigung, seidaingkain seibeilumnyai keiweinaingain ini diaitur oleih Meinteiri 

Keihaikimain deingain peirseitujuain Peirdainai Meinteiri. Keiteintuain ini jugai meingaibaiikain beirbaigaii 

peidomain dailaim Indischei Staiaitsreigeiling (IS), HIR, dain RIB, seihinggai Preisidein dibeiri keiweinaingain 

untuk meingaingkait Jaiksai Aigung seicairai laingsung seibaigaii ainggotai kaibineit. Saiait ini, beirdaisairkain 

UU No. 16 Taihun 2004, “staitus Keijaiksaiain maisih aimbigu, kaireinai tidaik seicairai teigais beirsifait 

indeipeindein dain diainggaip seibaigaii leimbaigai peimeirintaih”. Dailaim konteiks neigairai hukum, ideiailnyai 

keijaiksaiain meinjaidi eintitais yaing maindiri, teirpisaih dairi tigai caibaing keikuaisaiain dailaim konseip *triais 

politicai*. Ini peinting untuk meimbeirikain keijaiksaiain keiweinaingain yaing indeipeindein dailaim 

meineigaikkain keiaidilain dain meilindungi supreimaisi hukum seisuaii deingain konstitusi. Keijaiksaiain 

meirupaikain leimbaigai neigairai yaing beirtugais meilaiksainaikain keiweinaingain peimeirintaihain untuk 

meineigaikkain hukum, seisuaii deingain peiraiturain dain keibijaikain yaing diteitaipkain oleih leimbaigai 

eikseikutif. Naimun, keidudukain keijaiksaiain tidaik dijeilaiskain seicairai teigais dailaim UUD 1945. 

Keibeiraidaiainnyai hainyai diseibutkain seicairai tidaik laingsung dailaim Paisail 24 aiyait (3) UUD yaing 

meingaitur leimbaigai laiin yaing teirkaiit deingain keikuaisaiain keihaikimain diaitur deingain UU. Paisail 2 aiyait 

(1) UU No. 16 Taihun 2004 teintaing Keijaiksaiain meinjeilaiskain “keijaiksaiain meirupaikain leimbaigai 

neigairai yaing meimeigaing keikuaisaiain neigairai di bidaing peinuntutain, seirtai tugais taimbaihain yaing diaitur 

dailaim peiraiturain peirundaing-undaingain. Deingain deimikiain, seicairai keileimbaigaiain, keijaiksaiain beiraidai 

di baiwaih leimbaigai eikseikutif. Naimun, dailaim meilaiksainaikain tugais dain fungsinyai, khususnyai di 

bidaing peinuntutain, keijaiksaiain beirpeirain seibaigaii baigiain dairi leimbaigai yudikaitif”.  

Duailitais peirain ini meingaikibaitkain keitidaikjeilaisain posisi Keijaiksaiain dailaim sisteim 

keitaitaineigairaiain Indoneisiai. Keijaiksaiain teirleitaik di peirsimpaingain aintairai eikseikutif dain yudikaitif, 

seihinggai meinimbulkain aimbiguitais dailaim fungsinyai seibaigaii leimbaigai peineigaikain hukum. Untuk 

meincaipaii keijeilaisain posisi, dipeirlukain reiformaisi hukum yaing leibih teigais, seihinggai Keijaiksaiain 

daipait beirfungsi seicairai indeipeindein seisuaii deingain prinsip neigairai hukum. Meinurutnyai, Keijaiksaiain 

ideiailnyai diteimpaitkain di baiwaih Maihkaimaih Aigung, seihinggai meinjaidi baigiain dairi caibaing 

keikuaisaiain yudikaitif. Deingain deimikiain, Keijaiksaiain daipait beirfungsi seibaigaii leimbaigai yaing maindiri 

dain tidaik teirpeingairuh oleih inteirveinsi keikuaisaiain eikseikutif. Laingkaih ini peinting untuk meimpeirkuait 

inteigritais sisteim peiraidilain dain meimaistikain peineigaikain hukum dilaikukain seicairai aidil dain 
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beirkeiaidilain, seisuaii deingain prinsip supreimaisi hukum.  

KEiSIMPULAiN 

Keijaiksaiain aidailaih baidain peimeirintaih yaing beirpeirain dailaim sisteim peiraidilain deingain tainggung 

jaiwaib Meineiraipkain keikuaisaiain neigairai dailaim hail peinuntutain dain tugais laiin seisuaii hukum yaing 

beirlaiku. Di dailaimnyai, jaiksai meirupaikain peigaiwaii neigeiri deingain posisi fungsionail dain keiaihliain 

khusus untuk meinjailainkain tugais, fungsi, seirtai weiweinaingnyai beirdaisairkain peiraiturain peirundaing-

undaingain. Peirain Keijaiksaiain saingait peinting dailaim struktur peimeirintaihain Indoneisiai, teirutaimai 

seibaigaii peineigaik hukum.  Naimun, posisi Keijaiksaiain di Indoneisiai hinggai kini maisih beilum jeilais. 

Seicairai keileimbaigaiain, Keijaiksaiain beiraidai di baiwaih keikuaisaiain eikseikutif. Naimun, seicairai fungsinyai, 

teirutaimai dailaim bidaing peinuntutain, Keijaiksaiain jugai meinjailainkain peirain yudikaitif. Aimbiguitais ini 

meinciptaikain keitidaikpaistiain meingeinaii posisi Keijaiksaiain dailaim sisteim peimeirintaihain.  Untuk 

meinjaimin indeipeindeinsi Keijaiksaiain dain meimaistikain tugaisnyai dailaim peineigaikain hukum beibais dairi 

peingairuh politik aitaiu keikuaisaiain eikseikutif, Keijaiksaiain peirlu dipindaihkain dairi posisinyai seibaigaii 

leimbaigai eikseikutif meinjaidi baigiain dairi keikuaisaiain yudikaitif. Jikai teitaip beiraidai di baiwaih eikseikutif, 

keimaindiriain Keijaiksaiain dailaim meineigaikkain hukum seicairai aidil dain obyeiktif sulit untuk 

diwujudkain. Laingkaih ini saingait peinting untuk meimpeirkuait sisteim peiraidilain dain meinjaigai 

supreimaisi hukum di Indoneisiai. 
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